
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Pembenahan undang-undang no 22 Tahaun 2001 tentang Minyak dan
Gas BumI dalam rangka pengembangan industri hulu migas = Refining
of natural oil and gas act no. 22 year of 2001 for development of oil and
gas upstream industry
Rine Nine Furusine, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20234459&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Ditahun 2010 Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 ditetapkan akan revisi. Alasannya,

diundangkannya undang-undang ini menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya diindustri hulu. Tesis

ini meneliti ketentuan apa saja dalam undang-undang tersebut yang harus direvisi dan apakah system

kontrak PSC harus direvisi karena tidak memiliki asas keadilan. Metode penelitiannya yuridis normative dan

mengolah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan dalam UU migas yang harus

direvisi menyangkut tiga aspek, yaitu kurang tegasnya ketentuan mengenai preferensi kepentingan dalam

negeri; rumitnya birokrasi yang dapat menghambat investasi; dan efektifitas Badan Pelaksana. Penelitian ini

juga menunjukan bahwa system kontrak PSC sudah menganut asas keadilan, sehingga sistem ini tidak perlu

diubah.

......In the year of 2010, natural oil and gas act No.22 year 2001 planned for revision. The reason beyond is

this act has been predicted to causing several problems, especially in upstream industry. This study aims to

examine on critical points that need revisions of the act and whether the PSC contract system need to be

revised to fulfill social justice aspects. This study using juridical normative as research method and

processing secondary data. The result of the study indicates that, critical points that need revision consisting

of three aspects, the lack of firmness of ruling for domestic preference, complicated bureaucracy which

impede investment and the effectiveness of executor body. This study result show also that the PSC contract

system has no need to be revised as it already fulfilled social justice aspect.
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